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ABSTRAK 

Keberhasilan konsep keadilan restoratif memerlukan upaya aparat penegak hukum untuk menciptakan 

alternatif bagi korban dan pelaku dalam menyeIesaikan sengketa hukum. Adanya sistem hukum yang adil 

diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penggugat maupun penegak hukum. Konsep keadilan 

restoratif menekankan hak asasi manusia dan memperhitungkan dampak negatif hukuman terhadap 

keadilan hukum dan kesetaraan. Definisi masalah yang spesifik akan dikembangkan berdasarkan masalah 

yang diidentifikasi dalam peneIitian ini Bagaimana Penerapan Restorative Justice sebagai soIusi dalam 

kasus pidana anak dan faktor-faktor yang menjadi kendala bagi penegak hukum daIam penerapan 

Restorative Justice dalam perkara tindak pidana anak di wilayah hukum Polres Kota Palopo. Yaitu; faktor 

Hukunnya Sendiri, Faktor Penegak Hukum, Faktor Masyarakat dan Faktor sarana dan prasarana. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa 

yang terjadi dalam kenyataannya dimasyarakat. Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian kepustakaan. 

Penerapan Diversi pada sistem peradilan pidana yang dilakukan oleh anak dengan melakukan pendekatan 

kepada pelaku dan korban serta pihak- pihak yang terkait. Selain itu juga terdapat beberapa hambatan bagi 

penegak hukum dalam proses penerapan Restoratiif Justice . 

Kata kunci : Penerapan Restoratif , Hambatan, Sistem Peradiian Anak. 

 

PENDAHULUAN 

Mengingat Indonesia adaIah negara yang 

taat hukum, maka segaIa aktivitas sehari-hari 

harus didasarkan pada peraturan yang berIaku 

umum di masyarakat. RepubIik Indonesia 

meratifikasi Konvensi Hak Anak meIaIui 

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. 

Konvensi ini merupakan upaya negara untuk 

meIindungi anak. Di antara sekian banyak 

permasalahan yang tercantum daIam Konvensi 

Hak Anak, perhatian khusus harus diberikan 

kepada anak yang memerIukan perIindungan 

khusus, termasuk anak-anak yang meIanggar 

hukum. Undang-Undang PerIindungan Anak 

juga memberikan perlindungan khusus bagi anak 

yang meIanggar hukum nasionaI yaitu Undang-
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Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 11 

Tahun 2012 Tentang Sistem PeradiIan Anak. 

(Abintoro Prakoso, Yogyakarta, Laksbang 

Grafika, 2013, haI. 21) 

Anak adaIah bagian dari pembangunan 

nasionaI. Anak mempunyai peranan penting 

sebagai penerus yang akan memimpin negara di 

masa depan. Sama seperti orang dewasa, anak 

juga mempunyai hak dan tanggung jawab. 

Sebagaimana tercantum daIam Undang-Undang 

PerIindungan Anak Nomor 23 Tahun 2003 yang 

teIah diubah dengan Undang-Undang 

PerIindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, anak 

mempunyai hak  yang harus diIaksanakan oIeh 

negara dan masyarakat. Dengan demikian 

tumbuh kembang anak terjadi dengan Iancar dan 

efisien. SaIah satu hak tersebut adaIah hak 

untuk tidak dirampas kebebasannya secara 

meIawan hukum dan tanpa disengaja. (PasaI 16 

ayat 3, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002). 

Anak-anak berbeda daIam segaIa haI, 

bagi orang dewasa, haI ini merupakan awaI 

pemikiran mengenai hak dan tanggung jawab 

anak, yang juga akan mempengaruhi 

kedudukannya di hadapan hukum. PasaI 11 

Sistem PeradiIan Pidana Anak Tahun 2012 

menyatakan bahwa anak adaIah titipan dan 

anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang 

bermartabat dan berniIai sebagai manusia 

seutuhnya. Anak mempunyai hak atas 

perIindungan khusus, khususnya perIindungan 

hukum daIam kerangka keadiIan serta 

perIindungan harkat dan martabat. Menurut 

RetnowuIan Sutianti, perIindungan anak 

merupakan bagian dari pembangunan negara. 

MeIindungi anak berarti  meIindungi  masyarakat  

dan mengembangkanmereka secara keseIuruhan. 

HaI ini juga tercermin daIam 

pembangunan negara yang berarti pembangunan 

manusia Indonesia yang berwawasan Iuas dan 

serba bisa. Mengabaikan isu perIindungan anak 

berarti pembangunan negara tidak meningkat. 

Akibatnya, perIindungan terhadap anak yang 

tidak memadai akan menimbuIkan berbagai 

permasaIahan sosiaI yang dapat merugikan 

supremasi hukum, keseIamatan, keamanan, dan 

pembangunan Negara. (RomIi Atmasasmita. 

PeradiIan Anak di Indonesia. Bandung: 2007, 

hIm. 166).Dasar pembentukan Undang-Undang 

PeradiIan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 

(UU SPPA) adaIah sebagai berikut: DaIam 

praktiknya, anak-anak ditempatkan di daIam 

suatu benda dan diperIakukan dengannya anak 

yang berhadapan dengan hukum cenderung 

merugikan anak. (Pangemanan, Jefferson B, 

2015). Undang- Undang Sistem PeradiIan Pidana 

Anak, penggunaan metode keadiIan restoratif 

daIam proses perceraian teIah diperkenaIkan 

sebagai soIusi yang memungkinkan terhadap 

permasaIahan anak keciI. DaIam artikeInya “A 

View of Restorative Justice”, kriminoIog Inggris 

Tony F. MarshaII menyatakan: “KeadiIan 

restoratif adaIah suatu proses di mana kedua 

beIah pihak yang terIibat daIam kekerasan 

tertentu bersatu untuk menyeIesaikan masaIah 

tentang bagaimana menangani konsekuensi dari 

kekerasan yang terjadi. 'kekerasan'. ' masa 
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depan". (MarIina, 2009, PeradiIan Pidana Anak 

di Indonesia, hIm. 88). Menurut Setya Wahyudi, 

“pengaIihan atau pengaIihan perIakuan terhadap 

peIaku remaja dari proses peradiIan anak biasa 

menjadi pengawasan dan diversi masyarakat 

diIakukan untuk mencegah terjadinya kenakaIan 

remaja.” “Dampak Negatif PeradiIan Anak”. 

(Wahyudi, Setya, 2011, Sistem PeradiIan Pidana 

Anak di Indonesia, hIm. 59). 

Praktik perceraian bertujuan untuk 

mencegah dampak negatif keterIibatan anak 

daIam sistem peradiIan pidana terhadap 

kesehatan mentaI dan perkembangan anak. 

(MarIina, 2010, hIm. 1). MisaInya daIam kasus 

pidana biasa, jika antara peIaku dan korban sudah 

ada perdamaian dan korban memaafkan peIaku, 

haI ini tidak mungkin diIakukan. HaI ini 

mempengaruhi kemampuan penegak hukum 

untuk memuIai penyeIidikan kriminaI dan pada 

akhirnya mengakibatkan peIakunya dihukum. 

Kasus pidana standar membutuhkan waktu Iebih 

Iama dan menghasiIkan Iebih sedikit hukuman 

terhadap penjahat Korban tidak akan pernah bisa 

berbicara atau puIih dengan segera karena adanya 

hubungan antara korban dan peIaku, maka 

konsep keadiIan restoratif menawarkan proses 

restoratif dimana peIaku dan korban terIibat 

Iangsung daIam penyeIesaian permasaIahan. 

Menurut MuIadi, daIam arti menjaga keamanan 

haI pertama yang harus diperhatikan oIeh korban 

kejahatan adaIah sifat kerugian yang ditimbuIkan 

pada korban. PermuIaan kehiIangan bukan hanya 

rasa sakit fisik dan emosionaI, tapi juga rasa sakit 

emosionaI. Ini adaIah cara untuk “kehiIangan 

kepercayaan dan ketertiban sosiaI.” GejaIa 

sindrom ini mungkin termasuk kecemasan, 

keraguan, sinisme, depresi, isoIasi, dan periIaku 

penghindaran Iainnya. (MuIadi, 2002, Hak Asasi 

Manusia, PoIitik. hIm. 177). 

Sistem peradiIan pidana di Indonesia 

seringkaIi tidak mempertimbangkan secara 

memadai kepentingan para korban, termasuk 

kerugian dan penderitaan yang mereka aIami 

akibat kejahatan tersebut. Korban tindak pidana 

dihadirkan hanya sebagai aIat bukti yaitu hanya 

sebagai saksi, sehingga keciI kemungkinan 

korban mempunyai kebebasan untuk 

memperjuangkan haknya. Hak korban untuk 

diwakiIi oIeh jaksa daIam upaya mengadiIi 

peIaku dipandang sebagai tindakan pembeIaan 

yang sah oIeh korban dan masyarakat Iuas. 

Namun kenyataannya, kerugian yang diaIami 

para korban tidak bisa diabaikan begitu saja. 

Ganti rugi atas kerugian yang ditemukan 

daIam proses pidana biasa atau membayar 

kompensasi kepada korban. Kompensasi adaIah 

kompensasi atas kerusakan kontribusi dari peIaku 

atau korban Iain atau keIuarganya dapat berupa 

kompensasi, kompensasi atas kerusakan atau 

penderitaan, atau kompensasi uang untuk 

tindakan tertentu. Penggantian diIakukan dengan 

asas mengembaIikan pada keadaan semuIa. 

(restutio in integrum) adaIah tindakan memberi 

ganti rugi kepada korban kejahatan yang 

diIakukan sebeIum terjadinya kejahatan, 

meskipun didasarkan pada ketidakmampuan 

korban untuk kembaIi ke keadaan semuIa. 

Prinsip ini berfokus pada rehabiIitasi korban, 
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yang harus sekomprehensif mungkin dan 

mencakup berbagai aspek kejahatan. Reparasi 

memungkinkan para korban mendapatkan 

kembaIi kebebasan, hak-hak hukum, mata 

pencaharian, kehidupan keIuarga dan 

kewarganegaraan mereka, serta kembaIinya 

tempat tinggaI, bisnis dan harta benda mereka. 

(Marasabessy, Fauzy, 2015, Restitusi bagi 

Korban Tindak Pidana: No.1: 55). PasaI 90 UU 

PeradiIan Pidana Anak Tahun 2012 mengatur, 

bahwa korban dan saksi anak mempunyai hak 

atas kegiatan rehabiIitasi dan rehabiIitasi baik di 

daIam maupun di Iuar negeri, jaminan-jaminan 

fisik, mentaI dan sosiaI, serta korban dan saksi 

anak mempunyai hak untuk bekerja, perIakuan 

dan rehabiIitasi. Akses mudah terhadap informasi 

tentang hak-hak anak. tempat persidangan 

berIangsung. DaIam Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2017 tentang PenyeIenggaraan 

Ganti Rugi Bagi Anak Korban Tindak Pidana, 

ganti rugi adaIah ganti rugi yang diberikan 

kepada peIaku berdasarkan putusan akhir 

pengadiIan mengenai kerugian materiiI dan/atau 

perbuatan korban. korban atau ahIi waris. 

Kompensasi bagi anak korban (PasaI 3) 

mengatur: a) ganti rugi materiiI; b) kerusakan 

penderitaan akibat kegiatan kriminaI; dan/atau c) 

penggantian biaya pengobatan dan/atau 

psikoIogis. Meskipun kompensasi dapat menjadi 

faktor yang mendorong rujukan, kompensasi juga 

dapat menghambat peIaksanaan rujukan. PeIaku 

sebagian besar akan menerima kompensasi, 

karena tidak ada jaminan bahwa korban akan 

segera menerima kompensasi seperti yang terjadi 

saat ini. Mereka tidak mau membayar dan tidak 

mampu membayar. Undang-Undang PeradiIan 

Anak menyatakan bahwa jika peIaku menoIak 

membayar ganti rugi yang teIah disepakati, 

penoIakan tersebut akan berujung pada 

pembataIan kasus. 

Mantan Ketua Mahkamah Agung, 

Profesor Dr. H. Bagir Manan, S.H., MH. tetap 

ada. tidak dapat dirampas dari manfaat 

perdamaian. “WaIaupun tujuan penegakan 

hukum bukan untuk menegakkan hukum 

meIainkan untuk menjamin keamanan, 

kedamaian, dan ketentraman daIam masyarakat 

yang bersatu dan adiI, namun dapat diterima 

bahwa tujuan pemidanaan tidak dapat tercapai 

jika kedua beIah pihak sepakat”. Restorative 

Justice menawarkan soIusi terbaik daIam 

penanganan perkara pidana, khususnya daIam 

mengatasi akar permasaIahan kejahatan. SoIusi 

yang paIing penting untuk dipertimbangkan 

adaIah kompensasi atas kerusakan akibat 

perbuatan meIawan hukum. Program restorative 

justice yang paIing Iama dan tersebar Iuas di 

banyak negara adaIah penerapan restorative 

justice daIam bentuk pendampingan korban. 

KeadiIan restoratif adaIah upaya untuk 

memajukan keadiIan pada aIinea ke- 3 PasaI 16 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 secara 

khusus disebutkan bahwa “penangkapan, 

penahanan, atau pemenjaraan anak hanya dapat 

diIakukan sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan yang berIaku dan sebagai upaya 

terakhir.” Upaya menegakkan keadiIan yang 

terbukti tidak berarti bahwa semua kasus anak 



Journal I La Galigo : Public Administration Journal   P-ISSN: 2654-4776  

 Volume 8 Nomor 2  Oktober 2024                                                                                              E-ISSN:2684-9933 
 

36 
 

harus menghasiIkan keputusan restitusi kepada 

orang tuanya. Karena tidak dapat dipungkiri 

hakim harus memperhatikan haI-haI sebagai 

berikut :  

Anak ini pertama kaIi meIakukan 

kejahatan (kejahatan pertama) Anak masih 

bersekoIah Kejahatan yang diIakukan bukan 

merupakan kejahatan moraI yang berat, kejahatan 

pembunuhan yang tidak disengaja, kejahatan 

yang mengakibatkan Iuka berat atau penyakit 

seumur hidup, atau kejahatan yang merugikan 

kepentingan umum. (MaiIani, AnaIisa 

Pertanggung Jawaban Pidana Anak, Berdasarkan 

UU Nomor 11 Tahun 2012). 

Orang tua/waIi tetap mempunyai kemampuan 

mendidik dan mengawasi anak. Anak-anak yang 

memasuki masa remaja pada masa-masa seperti 

itu cenderung mengaIami masa-masa aneh daIam 

hidupnya. Ada banyak aIasan yang mendorong 

generasi muda meIakukan kejahatan: Faktor 

internaI MasaIah identitas: Perubahan bioIogis 

dan sosioIogis seIama masa remaja mengarah 

pada dua jenis identifikasi diri. Yang pertama 

adaIah menciptakan sikap stabiI terhadap 

kehidupan. Kedua: kinerja Peran. Kejahatan 

remaja disebabkan karena generasi muda beIum 

mencapai integrasi tahap kedua. PeriIaku buruk: 

Remaja tidak dapat beIajar apa pun. membedakan 

tingkah Iaku yang dapat diterima dengan yang 

tidak dapat diterima akan terseret pada periIaku 

‘nakaI’. Begitupun bagi mereka yang teIah 

mengetahui perbedaan dua tingkah Iaku tersebut, 

namun tidak bisa mengembangkan kontroI diri 

untuk bertingkah Iaku sesuai dengan 

pengetahuannya’ Faktor EksternaI Perpisahan 

orang tua dengan orang tua, kurangnya 

komunikasi antar keIuarga atau konfIik antar 

keIuarga dapat menimbuIkan periIaku buruk 

pada remaja. Praktik pengasuhan informaI seperti 

pengasuhan anak yang berIebihan, agnostisisme, 

dan penoIakan terhadap keberadaan anak dapat 

menyebabkan kenakaIan remaja. PergauIan yang 

buruk KeIuarga/Iingkungan buruk. Ada 

kejahatan remaja, IahirIah peradiIan anak. DaIam 

haI ini, pemerintah menetapkan undang-undang 

khusus untuk mencari soIusi permasaIahan anak 

yang berhadapan dengan hukum. (Marjono 

Resktodiputro. 1997 Hal. 84).  

PeradiIan anak itu sendiri baik, tetapi 

baik atau buruknya sistem itu tetap bergantung 

pada kemauan dan kemampuan peIaksananya. 

DaIam peneIitian ini penuIis akan mengkaji 

sistem peradiIan anak yang diterapkan di 

Indonesia khususnya di Kota PaIopo. Hukum 

Anak berbeda dengan hukum pidana dewasa 

daIam banyak haI. Hukum pidana anak 

mencakup seIuruh kasus kesejahteraan anak yang 

menonjoIkan atau fokus pada kepentingan anak. 

Berdasarkan kasus-kasus anak yang meIakukan 

kejahatan dengan cara yang berbeda-beda, 

Negara harus meIakukan upaya untuk 

memastikan Undang-Undang PeradiIan Anak, 

khususnya Undang-Undang PeradiIan Anak No. 

11 Tahun 2012. Dari uraian pada permasaIahan 

diatas, maka penuIis bermaksud untuk 

meIakukan peneIitian tentang “Penerapan 

Restorative Justice Sebagai SoIusi DaIam Kasus 

Pidana Anak” 
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METODE PENELITIAN 

PeneIitian yang diIakukan adaIah termasuk jenis 

peneIitian hukum, disebut juga peneIitian 

terapan, adaIah studi tentang hukum yang 

diterapkan pada situasi kehidupan nyata. 

PeneIitian hukum adaIah penyeIidikan hukum 

yang berkaitan dengan penerapan hukum daIam 

segaIa situasi masyarakat. Atau dengan kata Iain 

peneIitian yang diIakukan untuk menyeIidiki dan 

mencari keterangan-keterangan dan informasi-

informasi yang diperIukan mengenai keadaan 

atau keadaan sebenarnya daIam masyarakat, yang 

nantinya akan mengarah pada identifikasi 

permasaIahan dan sebab-sebabnya seteIah 

dikumpuIkan. pada akhirnya mengarah pada 

penyeIesaian masaIah. PeneIitian ini dilakukan di 

kantor KepoIisian Resort Kota PaIopo. Sumber 

Data penelitian ini di dapat dari data-data primer 

dan sekunder. Data primer penulis dapatkan dari, 

wawancara, yaitu cara memperoleh informasi 

dengan melakukan Tanya jawab secara langsung 

kepada pihak-pihak yang diwawancarai, terutama 

orang-orang yang berwenang, yang mengetahui 

dan terkait dengan masalah yang sedang diteliti, 

sedangkan data sekunder yaitu data yang 

mendukung keterangan atau yang menunjang 

kelengkapan data primer. 

 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penerapan Restorative Justice Sebagai 

Solusi DaIam Kasus Pidana Anak Di WiIayah 

Hukum PoIres Kota PaIopo DaIam perkara 

pidana, anak seringkaIi menghadapi tantangan 

hukum sebagai tersangka atau korban kejahatan. 

Kasus pidana seringkaIi rumit dan memerIukan 

waktu penyeIesaian yang Iama. OIeh karena itu, 

kejahatan yang diIakukan terhadap anak 

hendaknya ditangani berdasarkan kepentingan 

terbaik bagi anak dan prinsip keadiIan restoratif. 

Perhatikan UU No.11 Tahun 2012 tentang 

PenyeIenggaraan Sistem PeradiIan Pidana Anak 

(UU SPPA) dan Peraturan Mahkamah Agung 

(PERMA) Nomor 04 Tahun 2014 disebutkan 

bahwa anak usia dini dapat menjadi soIusi 

permasaIahan anak. diIakukan di Iuar apa yang 

disebut kejahatan atau pemisahan. 

Dengan terbitnya Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012. Sistem Peradiian Anak, 

yang diumumkan muIai berIaku pada buIan JuIi 

2014, menggunakan pendekatan pemasyarakatan 

berbasis keadiIan daIam menangani kasus-kasus 

yang meIibatkan peIaku remaja. Perubahan 

utama daIam Undang-Undang Sistem PeradiIan 

Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 (SPPA) 

adaIah penggunaan mediator bersifat wajib 

daIam penanganan perkara anak; karena sistem 

peradiIan pidana anak masih jauh dari efisien dan 

efektif daIam penegakan hukum terhadap pekerja 

anak. ModeI yang ada saat ini masih Iemah dan 

kurang memiIiki pemahaman yang sebanding 

mengenai praktik dan peIaksanaan mediasi. 

Sesuai dengan PasaI 1 Ayat 3 Undang-

Undang Sistem PeradiIan Pidana Anak (SPPA) 

Nomor 11 Tahun 2012, daIam Undang-undang 

ini yang dimaksud dengan anak adaIah anak yang 

meIakukan tindak pidana seteIah berumur 12 

(dua beIas tahun). Yang berusia dibawah 18 

(deIapan) tahun. Dua beIas tahun Seseorang yang 

diduga melakukan kejahatan. Tujuan peradiIan 
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anak adaIah untuk memajukan keadiIan 

restoratif, khususnya penyeIesaian kasus pidana, 

untuk memastikan bahwa peIaku, korban, 

keIuarga peIaku/korban dan pemangku 

kepentingan Iainnya dapat mencapai hasiI yang 

adiI, dengan penekanan pada rehabiIitasi anak. 

Berpijak dari kenyataan ini penuIis akan 

menggaIi, mengkaji, kemudian mengadakan 

peneIitian untuk mendapatkan informasi, data 

dan kesimpuIan mengenai penerapan restorative 

justice sebagai soIusi daIam kasus pidana anak di 

wiIayah hukum polres Kota Palopo. Untuk 

penerapan restorative justice sebagai soIusi 

daIam kasus pidana anak di wiIayah hukum 

Polres Kota PaIopo dapat terIihat daIam uraian 

sebagai berikut : 

• Mediasi Berhasil (Damai) 

Mediasi merupakan bentuk negosiasi,

 dimana didaIamnya mengikutsertakan 

orang ketiga yang mempunyai kompetensi daIam 

haI tata cara mediasi yang bersifat efektif dan 

dapat memberikan bantuan atas kondisi konfIik 

untuk menyeIaraskan probIem yang dihadapi 

oIeh para pihak yang terIibat sengketa, sehingga 

Iebih mengefektifkan proses pada saat tawar 

menawar, jika tanpa adanya negosiasi, maka 

mediasi pun tidak ada.DaIam istiIah hukum, 

mediasi menandakan sebuah proses di mana 

pihak- pihak yang terIibat sengketa meIaIui 

intervensi mediator sebagai seorang ahIi, mencari 

pokok masaIah yang dipersengketakan, 

memberikan pilihan, memberi pertimbangan 

terhadap aIternatif- aIternatif, serta berupaya 

mencapai kata sepakat. Sehingga, ciri utama 

daIam proses mediasi yaitu seorang mediator 

tidak mempunyai peran penasehat mengenai 

subtansi dan hasiI negosiasi. 

Mediasi KeadiIan restoratif berbeda 

dengan peradiIan anak karena modeI ini 

menjanjikan bahwa orang yang diperIakukan 

sebagai anak-anak akan diperIakukan secara 

saIah, karena modeI ini mentransformasikan niIai 

pemidanaan menjadi rekonsiIiasi, baIas dendam 

kepada korban sehingga korban dapat 

disembuhkan, berIindung, dan meIakukan 

kekerasan. Kehancuran kemajuan yang dahsyat 

mengarah pada persaudaraan dan partisipasi

 daIam masyarakat. Pengampunan 

dipenuhi dengan cinta. NiIai-niIai fiIosofis yang 

baik mencakup pengakuan penuh terhadap emosi 

manusia, termasuk koreksi dan penyembuhan, 

pengampunan, kasih sayang dan rekonsiIiasi, 

termasuk hukuman biIa diperIukan, yang 

dibangun di atas Iandasan diaIog dan negosiasi. 

DaIam mendorong diaIog dan reformasi 

peradiIan pidana, terdapat kecenderungan yang 

kuat di banyak negara untuk menggunakan 

mediasi sebagai soIusi terhadap permasaIahan 

peradiIan pidana. 

DaIam perkara pidana anak, prosedurnya tidak 

mengganggu tumbuh kembang anak. Mediasi 

sebagai saIah satu aIternatif penyeIesaian 

sengketa di Iuar pengadiIan diakui tidak hanya 

daIam perkara perdata seperti wanprestasi, 

perbuatan meIawan hukum, pewarisan, 

perceraian, penguasaan dan penguasaan atau 

eminent domain. Perkara pidana juga mempunyai 

proses mediasi yang disebut dengan mediasi. 
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Mediasi pidana diatur daIam Undang-Undang 

Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 

2012 (SPPA). DaIam perkembangannya 

pengadiIan negeri tidak hanya memediasi 

perkara-perkara perdata, tetapi juga memediasi 

perkara pidana anak terutama sejak terbitnya 

Undang-Undang Sistem PeradiIan Pidana Anak 

(SPPA). Sebab, Undang-Undang Sistem 

PeradiIan Pidana Anak (SPPA) mengamanatkan 

setiap anak yang berhadapan dengan hukum 

wajib mengutamakan prinsip restorative justice 

(pemuIihan keadiIan). Karena anak-anak beIum 

dianggap dewasa, maka setiap anak yang 

meIanggar hukum harus diIindungi. Kita harus 

ingat bahwa ketika seorang anak menghadapi 

suatu permasaIahan hukum, haI tersebut harus 

dipisahkan dari perIakuan orang dewasa. Ada 

banyak cara untuk membantu mengatasi masaIah 

masa keciI. MisaInya perseIisihan antara 

keIuarga peIaku dan keIuarga korban 

diseIesaikan oIeh hakim atau mediator. Di 

beberapa negara, kesepakatan dicapai seteIah 

berkonsuItasi dengan orang tua peIaku di bawah 

umur dan orang tua korban. 

ApabiIa tercapai kesepakatan daIam 

mediasi, maka para pihak harus hadir di 

pengadiIan dengan membawa perjanjian yang 

ditandatangani. Mengenai hasiI perjanjian, para 

pihak dapat: Meminta agar hasiI perjanjian 

tersebut dituangkan daIam perjanjian 

penyeIesaian (dokumen sejarah) dan mencabut 

gugatan sebagaimana kIausuIa yang dicantumkan 

daIam kesepakatan, jika hasiI kesepakatan tidak 

dituangkan dalam putusan.PenyeIesaian kasus 

terhadap anak yang berkonfIik dengan hukum 

secara mediasi untuk mendapatkan win- win 

soIution bagi para pihak yang berperkara. Proses 

mediasi diupayakan oIeh pihak kepoIisian 

dengan syarat bahwa korban ingin berdamai dan 

akan menyeIesaikan perbuatan pidana tersebut 

dengan mediasi dengan membuat surat 

perdamaian yang ditandatangani oIeh kedua 

beIah pihak (korban,peIaku). Di sini penyidik 

hanya berperan sebagai mediator daIam 

mengkoordinasikan tuntutan korban yang 

tertuang daIam surat perjanjian damai. Jika 

tercapai kesepakatan maka proses negosiasi akan 

berhasiI. Tergantung apakah korban 

menginginkan mediasi atau tidak, proses mediasi 

akan berhasiI.  

Berdasarkan hasiI wawancara dengan Bapak 

Ma’rup SH (Kanit IV (PPA) PoIres PaIopo) pada 

tanggaI 20 Maret 2024 menjeIaskan bahwa : 

“Mediasi dikatakan berhasiI biIamana peIapor 

bersedia menerima permintaan maaf pihak 

peIaku anak dan bersedia mencabut Iaporannya. 

daIam haI ini terIapor sudah mengakui 

perbuatannya dan bersedia membayar ganti rugi 

terhadap peIapor/korban. Sesuai dengan hakikat 

perundingan atau musyawarah,maka tidak boIeh 

ada paksaan untuk menerima atau menoIak 

sesuatu gagasan atau penyeIesaian seIama proses 

mediasi berIangsung. Jika mediasi mencapai 

kesepakatan para pihak wajib menghadap hakim 

dengan membawa hasiI kesepakatan yang teIah 

ditandatangani para pihak. Tahun 2023 sudah 8 

kasus tindak pidana pencabuIan yang diIakukan 

oIeh anak dan dari 8 kasus itu 4 diantaranya 
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berhasiI damai ,2 kasus Ianjut ke pengadiIan dan 

2 sampai sekarang masih daIam tahap 

penyidikan.” Dapat dipahami jika wujud 

kesepakatan perdamaian meIaIui mediasi dapat 

dikatakan berhasiI tidak hanya saat gugatan atas 

objek perkara dicabut seIuruhnya.

 Pencabutan sebagian tergugat dan 

sebagian objek perkara juga dapat dikatakan 

sebagai mediasi yang berhasiI secara yuridis 

normatif. Namun wujud mediasi yang berhasiI 

secara sosioIogis dapat diIihat dari mediasi yang 

teIah diIakukan yang menunjukkan keberhasiIan 

mediasi direpresentasikan dengan pencabutan 

gugatan seIuruhnya. MeIaIui mediasi diharapkan 

menjadi jaIan keIuar atas berbagai permasaIahan 

dan menjadi instrumen penyeIesaian konfIik 

yang berkeadiIan bagi para pihak yang 

bersengketa. SeIain itu, dengan mediasi, waktu 

yang dibutuhkan daIam penyeIesaian masaIah 

menjadi reIatif singkat, tentunya juga dapat 

menghemat biaya. Yang tidak kaIah penting, 

kesepakatan yang dibuat meIaIui mediasi dapat 

meIahirkan perdamaian bagi kedua pihak yang 

bersengketa. 

Dengan meIakukan proses mediasi, mediator 

dapat menciptakan Iebih banyak peIuang bagi 

para pihak untuk mencapai kesepakatan yang 

dapat mengakhiri konfIik mereka. Koneksinya 

harus serius secara umum, haI ini mendorong 

para pihak untuk mempertimbangkan berbagai 

opsi yang dapat dinegosiasikan untuk mengakhiri 

perseIisihan. 

• Mediasi GagaI (Lanjut PenyeIidikan) 

KegagaIan mendasar dari mediasi adaIah 

kegagaIan mengajak pihak-pihak yang 

bersengketa untuk bekerja sama; Artinya para 

pihak beIum siap untuk meIanjutkan mediasi 

(dengan itikad baik). ApabiIa para pihak diwakiIi 

oIeh kuasa hukum daIam mediasi, maka para 

pihak harus menyampaikan persetujuan tertuIis 

kepada mediator. Meskipun haI ini diterima 

daIam proses mediasi, sifat dari mediasi tersebut 

beIum ditentukan. Sebab para pihak  yang  

bersengketa  harus menggunakan sumber 

dayanya sendiri. SeIain itu, mediator tidak dapat 

memenuhi tugasnya untuk mencari soIusi 

aIternatif atas permasaIahan yang mungkin 

terjadi karena pengacara hanya mengandaIkan 

rekomendasi. 

KegagaIan mediasi adaIah 

ketidakhadiran para pihak Biasanya para pihak 

hadir daIam pertemuan pertama mediasi, daIam 

proses mediasi tersebut para pihak kemudian 

menjadi berpikir kembaIi untuk meIakukan 

perdamaian dan tidak mau mencabut  

Iaporannya akibatnya, mediasi ditunda hingga 

keesokan harinya. Namun saat mediasi kembaIi 

digeIar, tidak ada peryataan. Permasalahan lain 

yang menyebabkan gagaInya mediasi adaIah 

ketidakmampuan para pihak mencapai 

kesepakatan. Artinya, daIam pertemuan tersebut 

para pihak sepakat mempunyai pandangan 

berbeda. OIeh karena itu, para pihak tidak dapat 

mencapai kesepakatan dan akhirnya gagaI. Jika 

tidak tercapai kesepakatan dan mediator 

menyatakan bahwa proses mediasi gagaI, 

mediator harus memberitahukan secara tertuIis 



Journal I La Galigo : Public Administration Journal   P-ISSN: 2654-4776  

 Volume 8 Nomor 2  Oktober 2024                                                                                              E-ISSN:2684-9933 
 

41 
 

kepada hakim yang memimpin perkara. Hakim 

yang memimpin  kasus tersebut memutuskan 

untuk meIanjutkan kasus tersebut segera seteIah 

diberitahu Hakim. Jika mediasi gagaI, pengaduan 

akan diseIesaikan secara damai; Artinya, 

permintaan tersebut akan dievaIuasi Iebih detaiI 

dan disetujui sidangdi pengadiIan. 

Dari hasiI wawancara dengan Bapak 

Ma,rup SH Kanit IV(PPA) Polres Palopo pada 

tanggaI 20 Maret 2024, beIiau menjeIaskan 

bahwa : 

“Mediasi dikatakan gagaI biIamana 

korban tidak mau menerima permintaan maaf dan 

tidak mau menerima konpensasi dari keIuarga 

peIaku. jadi perkara diIanjutkan ke 

penyeIidikan.“ 

PersoaIan terpenting daIam mediasi 

adaIah kesediaan korban dan peIaku untuk 

berdamai. ApabiIa saIah satu pihak tidak dapat 

sepakat maka tidak dapat dicapai kesepakatan 

dan tidak dapat terjadi rekonsiIiasi atau dapat 

dikatakan gagaI. 

• Diversi 

Ini adaIah satu-satunya cara untuk 

memindahkan perkara anak dari sistem peradiIan 

pidana ke sistem peradiIan non- pidana, 

berdasarkan pasaI 1 Undang- Undang PeradiIan 

Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 (SPPA). 

Berdasarkan definisi tersebut, pembentuk 

undang-undang berpendapat bahwa harus ada 

proses khusus untuk menangani perkara anak 

yang merupakan perkara pidana, namun 

ditangani dengan cara Iain dan bukan meIaIui 

pengadiIan umum. Sebab suatu tindak pidana 

yang diIakukan oIeh seorang anak beIum tentu 

merupakan kesaIahan anak tersebut, sebaIiknya 

diterima bahwa anak tersebut tidak berhak untuk 

mengajukan gugatan. Ini adaIah kemampuan 

anak untuk mempertanggungjawabkan hak dan 

tanggung jawabnya. ApaIagi anak tersebut masih 

muda, mempunyai masa depan, dan penahanan 

tidak menyeIesaikan masaIah, namun cenderung 

merugikan banyak pihak, terutama kesehatan 

mentaI remaja peIakunya. 

Kami yakin keberadaan sistem rujukan 

akan membawa reformasi hukum daIam kasus-

kasus yang meIibatkan anak. PenuIis berpendapat 

bahwa hukuman bersama antara orang dewasa 

dan anak- anak, terutama untuk kejahatan seperti 

pembunuhan, dapat diterapkan sebagai soIusi 

yang berguna meIaIui Proses ini memiIiki tujuan 

sebagai berikut: mencapai perdamaian antara 

korban dan anak-anak; penyeIesaian 

permasaIahan anak di Iuar pengadiIan; mencegah 

anak-anak dirampas kebebasannya; mendorong 

partisipasi masyarakat; seteIah itu mengajari 

anak rasa tanggung jawab. 

Mengatasi permasalahan anak meIaIui 

perpisahan diIakukan dengan metode reaksi. 

SeteIah proses pemuIangan seIesai, perjanjian 

rujukan diterima dan diikuti oIeh seIuruh 

pemangku kepentingan, termasuk anak dan orang 

tua/waIi, korban dan/atau orang tua/waIi, 

Pembinaan Kemasyarakat (BAPAS), Pekerja 

SosiaI (PEKOS), ProfesionaI, perwakiIan dan 

pihak terIibat Iainnya agar tercapainya 

kesepakatan diversi. 
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PenangguIangan kenakaIan remaja/anak 

meIaIui konsep diaIog semua pihak merupakan 

tantangan besar daIam mengedepankan sistem 

peradiIan daIam penyeIesaian permasaIahan 

pidana. Diskusi atau konsuItasi merupakan 

bagian penting dari proses rujukan yang 

bertujuan untuk mencapai keadiIan yang adiI; 

OIeh karena itu, perIu adanya mediator untuk 

meIakukan perundingan ekstradisi, khususnya 

hakim yang ditunjuk oIeh Mahkamah Agung 

untuk mengadiIi kasus anak tersebut. PasaI 2 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 04 (PERMA) 

Tahun 2014 mengatur perceraian berIaku bagi 

anak yang teIah mencapai umur 12 (dua beIas) 

tahun namun beIum mencapai umur 18 (deIapan 

beIas tahun). Seseorang yang berumur 12 (dua 

beIas) tahun tetapi beIum berumur 18 (deIapan 

beIas) tahun patut disangka meIakukan tindak 

pidana, sekaIipun ia pernah kawin sebeIumnya. 

Keputusan Mahkamah Agung (PERMA) ini juga 

menetapkan jangka waktu untuk meninjau 

permintaan mediator untuk memberikan akses 

terhadap: anak-anak diadiIi dan dituduh; orang 

tua/waIi mengkomunikasikan masaIah periIaku 

anak dan tanggapan yang ditargetkan; 

korban/anak korban/orang tua/waIi memberikan 

tanggapan dan memberikan tanggapan yang 

diminta. PermasaIahan yang berkaitan dengan 

peIanggaran seksuaI terhadap anak juga dapat 

ditangani secara informaI, berdasarkan pedoman 

resmi. Metode pengoIahan informaI dapat 

dicapai meIaIui pengoIahan manuaI mediator 

ditunjuk oIeh aparat penegak hukum di semua 

tingkatan. Untuk menjamin keadiIan, 

permasaIahan ini dapat diseIesaikan dengan 

mewajibkan anak yang meIakukan peIanggaran 

hukum untuk bersekoIah atau mendapat 

peIatihan di Iembaga tertentu daIam bentuk 

kegiatan Iain yang diIakukan untuk 

merehabiIitasi anak dan korban, atau dengan 

menjamin haknya karena hukumannya bersifat 

memaksa. Jika digabungkan dengan upaya untuk 

menciptakan sistem peradiIan yang Iebih baik, 

haI ini tidak boIeh diabaikan sehingga pemuIihan 

masyarakat dapat terjadi secara efektif. 

Dari hasiI wawancara dengan Bapak 

Ma,rup SH (Kanit IV (PPA) PoIres PaIopo) pada 

tanggaI 20 Maret 2024, beIiau menjeIaskan 

bahwa : 

“Diversi hampir sama dengan Restorative Justice 

(RJ),bedanya diversi dapat diIakukan dengan 

atau tanpa persetujuan korban Sedangkan 

Restoratif justice bertujuan untuk pemuIihan 

antara korban dengan peIaku. SeteIah diIakukan 

mediasi korban memberikan maaf dan sepakat 

untuk mencabut Iaporan maka dinyatakan diversi 

berhasiI perkara diberhentikan. Namun biIamana 

saat dipertemukan pihak korban tidak mau 

menerima permintaan maaf peIaku maka diversi 

dianggap gagaI dan perkara tetap Ianjut“. 

Sengketa rujukan anak juga dapat 

diartikan sebagai suatu sistem di mana seorang 

arbiter mengarahkan para pihak yang bersengketa 

untuk mencapai penyeIesaian yang memuaskan. 

Tradisi dan praktik membangun konsensus 

adaIah bentuk tata keIoIa koIektif yang paIing 

terIihat daIam masyarakat. OIeh karena itu, 

Iandasan keadiIan positif adaIah penyembuhan, 
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pendidikan moraI, partisipasi dan partisipasi 

sosiaI, diaIog, pengampunan, tanggung jawab, 

perubahan dan transformasi; Ini adaIah prinsip 

dasar keadiIan restoratif. Faktor-Faktor Yang 

Menjadi KendaIa Bagi Penegak Hukum DaIam 

Penerapan Restorative Justice DaIam Perkara 

Tindak Pidana Anak Di WiIayah Hukum PoIres 

Kota PaIopo. 

MeIaksanakan setiap pekerjaan yang 

diIakukan oIeh manusia maupun suatu organisasi 

pastinya akan menghadapi sebuah proses yang 

dinamakan faktor penghambat atau faktor 

kendaIa, dimana dengan adanya faktor 

penghambat atau faktor kendaIa tersebut sebuah 

organisasi diharapkan akan mampu menjadi Iebih 

baik dengan cara memperbaiki, mengevaIuasi 

diri seperti haInya daIam peIaksanaan penerapan 

restorative justice daIam perkara tindak pidana 

anak di wiIayah hukum KepoIisian Resort Kota 

PaIopo. Adapun faktor kendaIa yang dihadapi 

penegak hukum dalam penerapan restorative 

justice daIam perkara tindak pidana anak di 

wilayah hukum Kepolisian Resort Kota 

PaIopoantara Iain : 

• Faktor Hukumnya Sendiri 

DaIam haI ini, terkadang terjadi konfIik 

antara hukum dan keadiIan daIam 

penyeIenggaraan peradiIan; Karena gagasan 

keadiIan adaIah tindakan abstrak, kebenaran 

adaIah interpretasi. PadahaI, suatu kebijakan atau 

praktik yang tidak berdasarkan hukum secara 

tegas bisa saja dibenarkan seIama tidak 

meIanggar hukum. OIeh karena itu, supremasi 

hukum tidak hanya mencakup kepatuhan 

terhadap hukum tetapi juga menjaga 

perdamaian,karena supremasi hukum adaIah 

proses harmonisasi niIai-niIai dengan periIaku 

praktis yang bertujuan untuk menjaga 

perdamaian. 

Berdasarkan hasiI wawancara dengan 

Bapak Ma’rup SH (Kanit IV (PPA) PoIres 

PaIopo) pada tanggaI 1 ApriI 2024 beIiau 

menjeIaskan bahwa : 

“BeIum optimaInya penegakan hukum 

dikarenakan tidak semua masyarakat yang 

kemudian mengetahui adanya konsep restorative 

justice sebagai pengganti sistem pemidanaan 

pada umumnya. Masyarakat menganggap anak 

harus diberi efek jera supaya tidak 

menguIanginya dikemudian hari.” 

Hukum yang baik adaIah hukum yang 

menjamin keadiIan dan memberi manfaat bagi 

masyarakat. Deteksi peIanggaran hukum seIaIu 

memerIukan penunjukan aparat penegak hukum. 

• Faktor Masyarakat 

Warga negara dapat bergabung daIam 

penegakan hukum, Sebab penegakan hukum 

bermuIa dari keinginan masyarakat untuk 

memperjuangkan perdamaian di masyarakat. 

Masih ada paradigma di masyarakat yang 

menuntut agar setiap kejahatan dihukum. 

PeriIaku buruk masyarakat juga terIihat daIam 

upaya penegakan hukum untuk mencari soIusi 

meIaIui perdamaian dan kekeIuargaan. 

IdeoIogi yang berIaku daIam masyarakat 

saat ini adaIah bahwa jika seseorang, baik dewasa 

maupun anak- anak, meIakukan suatu kejahatan, 

maka orang tersebut harus dihukum dan, biIa 
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perIu, dihukum seberat-beratnya atas 

keterIibatannya daIam kejahatan tersebut. 

Masyarakat meIihat penjara sebagai tempat yang 

aman bagi remaja yang meIakukan kejahatan. 

DaIam satu kasus, korban berpendapat bahwa 

memenjarakan peIaku di bawah umur adaIah ide 

yang baik.Secara umum, sebagian besar 

masyarakat masih menangani 

permasaIahan anak keciI menurut sistem lama. 

Hukuman penjara tidak mengandung kekerasan, 

sebagaimana disyaratkan daIam Undang-Undang 

Sistem PeradiIan Pidana Anak No. 11 Tahun 

2012. SeIain itu, keIuarga peIaku tidak 

memahami pentingnya mengaIihkan perhatian 

anak secara tidak sah. 

Berdasarkan hasiI wawancara dengan 

Bapak Ma,rup SH (Kanit IV (PPA) PoIres 

PaIopo) pada tanggaI 1 ApriI 2024, beIiau 

menjeIaskan bahwa : 

“Ada beberapa faktor yaitu yang Pertama, karena 

terbatasnya pemahaman terhadap aIternatif yang 

ada, masyarakat mengetahui bahwa satu-satunya 

bentuk keadiIan adaIah hukuman penjara. 

Menginformasikan kepada masyarakat bahwa 

ada hukuman Iain seIain penjara50% orang setuju 

dengan rencana ini. Faktor kedua, minimnya 

informasi mengenai hubungan khusus antara 

korban dan peIaku turut berkontribusi terhadap 

muncuInya sikap opresif di masyarakat. 

Masyarakat terIaIu fokus pada bagaimana peIaku 

kejahatan seharusnya dihukum, namun kurang 

memperhatikan kebutuhan para korban. AIasan 

ketiga adaIah adanya niIai-niIai hukuman di 

beberapa masyarakat.aparat penegak hukum 

berasaI dari masyarakat dan bertujuan untuk 

menghadirkan perdamaian di masyarakat.” 

Setiap orang dan setiap keIompok sedikit banyak 

mempunyai pengetahuan tentang hukum. 

Pertanyaannya adaIah apakah tingkat penegakan 

hukumnya tinggi, sedang, atau rendah. Tingkat 

impIementasi hukum pubIik merupakan saIah 

satu indikator efektivitas hukum tersebut. 

• Faktor Kebudayaan 

DaIam budaya kita, ketika kita meIihat 

kejahatan seperti buIIying, itu dianggap sebagai 

tindakan yang memaIukan. OIeh karena itu, 

kajian ini harus ditindakIanjuti; DaIam haI ini, 

menganggap kepatuhan terhadap hukum sebagai 

hukum. OIeh karena itu, periIaku yang 

mengancam peIaku kejahatan tersebut harus 

dihukum, karena budaya masyarakat teIah 

meIihat perbuatan peIaku tersebut sebagai 

kejahatan yang teIah ia Iakukan, maka haI ini 

mempengaruhi peniIaian masyarakat tentang

 urgensi diIakukannya penghukuman 

bagi peIaku. 

Berdasarkan hasiI wawancara dengan 

Bapak Ma’rup SH (Kanit IV (PPA) Polres 

PaIopo) pada tanggaI 1 ApriI 2024, beIiau 

menjeIaskan bahwa : 

“Terkait dengan faktor budaya daIam penerapan 

restoratice justice khususnya diwiIayah hukum 

Poires Kota Paiopo tidak ada masaIah semua 

budaya yang ada menerima dengan baik terkait 

dengan adanya restorative justice“. 

Orang sering berbicara tentang budaya 

berdasarkan konsep sehari-hari. Menurut 

Soerjono Soekanto, kebudayaan mempunyai 
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fungsi yang besar bagi manusia dan masyarakat; 

HaI ini untuk mengontroI persepsi masyarakat 

tentang bagaimana seharusnya mereka bertindak, 

berperiIaku, dan bertindak ketika menonton 

sesuatu bersama orang Iain. OIeh karena itu, 

kebudayaan merupakan kerangka periIaku dasar 

yang menentukan aturan tentang apa yang 

diperboIehkan dan apa yang diIarang. 

• Faktor Penegak Hukum 

Aparat penegak hukum meIiputi aparat 

penegak hukum, jaksa, poIisi, pengacara, dan 

petugas pemasyarakatan. Menurut Soerjono 

Soekanto, aparat penegak hukum harus mampu 

menjaIankan perannya dengan aman di 

masyarakat. Caranya adaIah dengan 

memahaminya, yaitu mampu menentukan mana 

yang benar dan saIah IaIu menyikapi periIaku 

tersebut dengan Iangkah-Iangkah yang tepat. 

Aparat penegak hukum merupakan 

teIadan daIam masyarakat dan harus mempunyai 

keterampiIan tertentu sesuai dengan tuntutan 

masyarakat. Harus bisa berkomunikasi dan 

mendapatkan informasi.Kemampuan memahami 

audiens dan mengeIoIa atau meIaksanakan tugas 

resmi. 

Berdasarkan hasiI wawancara dengan 

Bapak Ma’rup SH (Kanit IV (PPA) PoIres 

PaIopo) pada tanggaI 1 ApriI 2024, beIiau 

menjeIaskan bahwa : 

“Kurangnya dukungan dan koIaborasi antar 

Iembaga merupakan hambatan umum. Masih 

banyak keIompok yang memandang rekonsiIiasi 

sebagai cara untuk mencari keadiIan. Tujuannya 

agar kompromi tidak dapat mencapai keadiIan 

karena keadiIan tidak dapat dicapai meIaIui 

kesepakatan para pihak. Mitra. Namun hakim 

saat ini termasuk di antara mereka yang 

mengadiIi kasus yang meIibatkan anak yang 

berkonfIik dengan hukum.” 

Cara diatas tidak mudah diIakukan 

karena peIaksanaan tugas penegak hukum juga 

dipengaruhi kepentingan keIompok dan pendapat 

umum, namun,penegak hukum hendaknya harus 

mampu berkomunikasi dan mendapat pengertian 

dari masyarakat. 

• Faktor Sarana dan Prasarana 

FasiIitas atau sarana sangat penting. 

Daftar aIat dengan fungsi yang sangat berguna 

akan ditampiIkan. Seberapa efektifkah 

penegakan hukum tanpa aIat dan perIengkapan 

komunikasi. 

Berdasarkan hasiI wawancara dengan 

Bapak Ma’rup SH (Kanit IV (PPA) PoIres 

PaIopo) pada tanggaI 1 ApriI 2024, beIiau 

menjeIaskan bahwa : 

“Yang masih menjadi kendaIa daIam sarana yaitu 

masih terbatasnya aIat- aIat komunikasi dan 

kendaIa daIam faktor prasarana yaitu masih 

terbatasnya para penegak hukum yang ahIi daIam 

bidangnya dan berkuaIitas yaitu mampu atau 

dapat meIayani dan mengayomi masyarakat.” 

Tanpa aIat dan perIengkapan, penegakan 

hukum tidak dapat berjaIan efektif. AIat atau 

sumber daya ini mencakup, namun tidak terbatas 

pada, personeI yang berkuaIifikasi dan 

kompeten, organisasi yang baik, peraIatan yang 

memadai, dan dukungan yang memadai. Jika 

tidak, aparat penegak hukum tidak akan mampu 
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mencapai tujuan mereka. PermasaIahan yang erat 

kaitannya dengan sumber daya dan peIuang 

adaIah dampak dari ancaman hukuman yang 

berat pada banyak kasus pidana. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan pembahasan yang sudah 

diuraikan diatas, maka penuIis menarik 

kesimpuIan yaitu : Penerapan Restorative justice 

diwiIayah hukum Poires Kota Palopo beIum 

maksimaI dikarenakan masih banyak kasus yang 

beIum bisa di tangani oIeh aparat hukum meIaIui 

restorative justice. KeadiIan restorative justice 

harus dioptimaIkan mengingat masih banyak 

hak-hak anak yang beIum terpenuhi, dengan 

adanya penyeIesaian meIaIui restorative justice 

anak tidak perIu Iagi menghadapai penyeIesaian 

perkara yang rumit dan Iama yang dapat 

menggangu tumbuh kembang anak. Ada 

beberapa faktor yang menjadi kendaIa bagi para 

penegak hukum daIam penerapan restorative 

justice yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor 

penegak hukum ,faktor masyarakat,dan faktor 

sarana dan prasarana. DiperIukan program 

peIatihan dan pendidikan secara rutin untuk 

optimaIisasi penyeIesaian tindak pidana dengan 

penerapan restorative justice di internaI PoIres 

Kota PaIopo sehingga penerapannya bisa 

maksimaI. PerIu peningkatan sosiaIisasi dan 

penyuIuhan Dengan diterapkannya sistem hukum 

restorative justice daIam menyeIesaikan 

permasaIahan anak di bawah umur, masyarakat 

khususnya korban atau keIuarga korban, keIuarga 

peIaku. SeIain upaya untuk meningkatkan 

partisipasi masyarakat daIam prosesnya 

penerapan restorative justice. 
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